SALINAN

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23 TAHUN %OIS

TENTANG )

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH

Menimbang:

Mengingat:

SIBOLGA NAULI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah
Sibolga Nauli pada tanggal 22 April 2015 dan telah
diundangkan dengan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9
pada tanggal 29 April 2015, dan untuk pelaksanaannya
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Siboiga
pada Perusahaan Daerah Siboiga Nauli;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092});

Undang-Unda'ng Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang...




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaPan Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan..




13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahuns2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Organijsasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PADA PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Sibolga.

2. Pé'merintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.
4

Walikota adalah Walikota Sibolga.

Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud
uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang seperti tanah, bangunanmesin-mesin, inventaris, surat-surat
berharga, fasilitas/goodwill dan hak-hak lainnya. :

Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah
dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham,
yang mampu mengembalika'fi- nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kota Sibolga yang berada diluar Organisasi Pemerintah
Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD.

Pasal?2

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

BABIL..




l

BAB 11
PELAKSANAAN

Pasal 3
Pelaksanaan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Sibolga, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

- Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH, .

dto

MOCHAMAD SUGENG |
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 23

Vv/b)
NIP. 19611109 199203 1 005




